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WALI KOTA SALATIGA 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA 
NOMOR 73 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 17  

TENTANG AKUNTANSI PERJANJIAN KONSESI JASA–PEMBERI KONSESI  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI KOTA SALATIGA, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan standar 

akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada 

Pemerintah Kota Salatiga, perlu adanya kebijakan 
akuntansi yang mendasari penyusunan dan penyajian 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar 

pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna, dan 

berhasil guna, perlu menetapkan Kebijakan Akuntansi 
tentang Perjanjian Konsesi Jasa–Pemberi Konsesi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 

17 tentang tentang Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa–
Pemberi Konsesi; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan 

Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3500); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019          

Nomor 1447); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020          

Nomor 1781); 

9. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 57 Tahun 2021 

tentang Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga 

Tahun 2021 Nomor 57); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

NOMOR 17 TENTANG AKUNTANSI PERJANJIAN KONSESI 

JASA–PEMBERI KONSESI. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Salatiga. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 
disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah 

Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah. 
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan 

Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 
pengelolaan keuangan Daerah. 
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8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya 

disingkat PPKD, adalah kepala SKPKD yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 

sebagai bendahara umum Daerah. 
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi 

SKPD yang dipimpinnya. 
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan barang milik Daerah. 
11. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang yang wajib menyelenggarakan 

akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk 
digabungkan pada Entitas Pelaporan. 

12. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari 

satu atau lebih Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan 
yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa 
laporan keuangan. 

13. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, 

pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan 
kejadian keuangan, penyajian laporan serta 

penginterpretasian atas hasilnya. 
14. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, 

konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik 

spesifik yang dipilih oleh suatu Entitas Pelaporan dalam 
penyusunan dan Laporan Realisasi Anggaran. 

15. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-

prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan 
praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah 

sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan 
pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan 

keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar 
periode maupun antar entitas. 

16. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat 
SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam 
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 

17. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, 
beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial 
berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan 

pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran 
berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. 

18. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang 
selanjutnya disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi judul, 
nomor dan tanggal efektif. 

19. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur, 
penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan 

fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan 
pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah 

Daerah. 
20. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui 

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi 

dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau 
setara kas diterima atau dibayar. 

21. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas  atau setara 
kas diterima atau dibayar. 
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22. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang 

mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas 
serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual. 

23. Laporan Realisasi Anggaran, yang selanjutnya disingkat LRA, 
adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi 
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, 

pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, 
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya 

dalam satu periode. 
24. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya 

disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi 

kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri 
dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir. 

25. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi 

keuangan suatu Entitas Pelaporan mengenai aset, utang dan 
ekuitas dana pada tanggal tertentu. 

26. Laporan Operasional, yang selanjutnya disingkat LO, adalah 
laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh 
kegiatan operasional keuangan Entitas Pelaporan yang 

tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit 
operasional dari suatu Entitas Pelaporan yang penyajiannya 

disandingkan dengan periode sebelumnya. 
27. Laporan Arus Kas, yang selanjutnya disingkat LAK, adalah 

laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, 

penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu 
periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada 
tanggal pelaporan. 

28. Laporan Perubahan Ekuitas, yang selanjutnya disingkat LPE, 
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai 

perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, 
surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. 

29. Catatan atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya disingkat 

CaLK, adalah laporan yang menyajikan informasi tentang 
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu 

pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan 
LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. 

30. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria 

pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan 
akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi 
unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, 

pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan 
termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang 

bersangkutan. 
31. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk 

mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan 

keuangan. 
32. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan 

secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh Pengguna 

Anggaran. 
33. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas 

Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam 
periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak 
Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh 

Pemerintah Daerah. 
34. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui 

sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran 
yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 
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35. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum 

Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam 
periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. 
36. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa 

dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang 

dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau 
timbulnya kewajiban. 

37. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 
38. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau 

dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa 

masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di 
masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh 

Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur 
dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan 
yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat 

umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena 
alasan sejarah dan budaya. 

39. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu 
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber 
daya ekonomi dari Pemerintah Daerah. 

40. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang 
merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah 
Daerah. 

41. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar 
akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas 

menjadi sesuai dengan yang seharusnya. 
42. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir 

periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, 

utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan 
waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi 

berjalan atau pada periode yang berjalan. 
43. Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS, adalah 

daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan 

yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah 
Daerah. 

 
BAB II 

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 17 TENTANG AKUNTANSI 
PERJANJIAN KONSESI JASA-PEMBERI KONSESI 

 

Pasal 2 
Kebijakan Akuntansi Nomor 17 tentang Akuntansi Perjanjian 
Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi merupakan pedoman bagi Entitas 

Akuntansi dan Entitas Pelaporan di lingkungan Pemerintah 
Daerah dalam rangka penyusunan dan penyajian Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah. 
 

Pasal 3 

(1) Sistematika Kebijakan Akuntansi Nomor 17 tentang 
Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi terdiri 

atas: 
a. pendahuluan; 
b. definisi; 
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c. pengakuan aset konsesi jasa; 

d. pengukuran aset konsesi jasa; 
e. pengakuan kewajiban atas aset konsesi jasa; 

f. pengukuran kewajiban atas aset konsesi jasa; 
g. membagi perjanjian; 
h. penyajian; 

i. pengungkapan; dan 
j. ketentuan transisi; 

(2) Uraian Kebijakan Akuntansi Nomor 17 tentang Akuntansi 
Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 
Kota ini. 
 

 BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 4 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Salatiga. 

 

Ditetapkan di Kota Salatiga 
pada tanggal 30 November 2021 

 

WALI KOTA SALATIGA, 
 

ttd 
 

YULIYANTO 

 
Diundangkan di Kota Salatiga 

pada tanggal 30 November 2021 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KOTA SALATIGA, 
 

ttd 

 
WURI PUJIASTUTI 

 
BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 73 
 

Salinan Produk Hukum Daerah 
Sesuai Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA, 
 

 
AGUNG WIDI ISTIYANTO, SH., MH. 
Pembina Tk.I 

NIP. 19640402 198603 1 022 
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LAMPIRAN 

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 73 TAHUN 2021 

TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 17 
TENTANG AKUNTANSI PERJANJIAN KONSESI 

JASA-PEMBERI KONSESI 
 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 17 
TENTANG AKUNTANSI PERJANJIAN KONSESI JASA – 

PEMBERI KONSESI 
 

PENDAHULUAN 

Tujuan 
1. Tujuan dari pernyataan kebijakan ini adalah mengatur akuntansi perjanjian 

konsesi jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah selaku pemberi 

konsesi. 
Ruang Lingkup 

2. Entitas pemberi konsesi, dalam hal ini pemerintah daerah, menerapkan 
kebijakan akuntansi ini untuk akuntansi dalam pengakuan, pengukuran, 
penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang bertujuan umum atas 

perjanjian konsesi jasa. 
3. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pemerintah daerah dalam menyusun 

laporan keuangan yang bertujuan umum. 

4. Perjanjian konsesi jasa dalam ruang lingkup kebijakan ini adalah perjanjian 
yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik yang berkaitan 

dengan aset konsesi jasa atas nama pemberi konsesi. 
5. Perjanjian di luar ruang lingkup kebijakan akuntansi ini adalah perjanjian 

yang tidak terkait dengan penyediaan jasa pelayanan publik dan komponen 

penyediaan jasa pelayanan publik dimana aset yang digunakan tidak 
dikendalikan oleh pemberi konsesi (misalnya alih daya, kontrak jasa, atau 

privatisasi). 
6. Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk akuntansi bagi mitra konsesi. 

Pedoman akuntansi untuk perjanjian konsesi jasa bagi mitra konsesi 

mengikuti standar akuntansi keuangan yang relevan.  
 

DEFINISI 

7. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan 
pengertiannya: 

a. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemerintah 
daerah sebagai pemberi konsesi dan mitra, dimana: 
1) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa 

publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; 
dan 

2) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik 

selama masa perjanjian konsesi jasa. 
b. Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan 

kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, 
seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak 
dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum 

lainnya. 
c. Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah 

yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.   
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d. Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam 

perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam 
menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh 

pemberi konsesi. 
e. Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa 

publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, 

dan aset dimaksud merupakan aset yang: 
1) disediakan oleh mitra, yang: 

(i) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau 
(ii) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau 

2) disediakan oleh pemberi konsesi, yang: 

(i) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau 
(ii) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi. 

 

PENGAKUAN ASET KONSESI JASA 
6. Pemerintah daerah mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan 

peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset 
konsesi jasa apabila: 
a. pemerintah daerah mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang 

harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, 
serta penetapan tarifnya; dan 

b. pemerintah daerah mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak 
manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di 
akhir masa konsesi. 

7. Kebijakan akuntansi ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam 
perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) 
jika persyaratan dalam paragraf 6 huruf (a) terpenuhi. 

8. Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi 
jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa 

pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana 
dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset sebagaimana 
dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi yang mengatur Akuntansi Aset 

Tetap atau Kebijakan Akuntansi yang mengatur Akuntansi Aset Tak 
Berwujud. Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan 

secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu 
kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan 
sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen aset konsesi jasa 

tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur 
ekonomi teknis aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai 
perjanjian konsesi jasa. 

 
PENGUKURAN ASET KONSESI JASA 

9. Pemerintah daerah melakukan pengukuran awal perolehan atas aset 
konsesi jasa sebesar nilai wajar, kecuali atas aset konsesi jasa yang 
berasal dari reklasifikasi. 

10. Pemerintah daerah melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya 
tersebut sebagai aset konsesi jasa ketika aset yang dimiliki pemerintah 
daerah memenuhi kondisi persyaratan sebagaimana dimaksud paragraf 6 

dan paragraf 7.  
11. Reklasifikasi aset menjadi aset konsesi jasa diukur dengan menggunakan 

nilai tercatat aset. 
12. Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset 

konsesi jasa mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset 

Tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud. 
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13. Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam 

jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan 
kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan akuntansi 

yang mengatur Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur 
menggunakan nilai tercatat aset.   

 

PENGAKUAN KEWAJIBAN ATAS ASET KONSESI JASA 
14. Pemerintah daerah mengakui kewajiban pada saat pemerintah daerah 

mengakui aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud paragraf 6 dan 
paragraf 7.  

15. Pemerintah daerah tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang 

berasal dari reklasifikasi asetnya sebagaimana dinyatakan dalam 
paragraf 10, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan 
oleh mitra. 

16. Pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 14 pada awalnya 
diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa yaitu 

sebesar nilai wajar, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan 
(misal kas) dari pemerintah daerah kepada mitra, atau sebaliknya. 

17. Pengakuan kewajiban ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang 

dipertukarkan antara pemerintah daerah dan mitra. Sifat imbalan yang 
diberikan oleh pemerintah daerah kepada mitra ditentukan dengan 

mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika 
ada, hukum perjanjian yang relevan.  

18. Pemerintah daerah mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban 

kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa 
berpedoman pada standar akuntansi mengenai provisi, kewajiban 
kontinjensi dan aset kontinjensi. 

19. Pemerintah daerah mencatat pendapatan lainnya atas konsesi jasa 
berpedoman pada standar akuntansi mengenai pendapatan dari 

transaksi pertukaran.   
 
PENGUKURAN KEWAJIBAN ATAS ASET KONSESI JASA 

20. Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemerintah daerah 
memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema 

atau skema kombinasi dari:  
a. pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (financial 

liability model); 
b. pemberian hak usaha kepada mitra (grant of a right to the operator model), 

misalnya: 

(i) pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari 
para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau 

(ii) pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset 

konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan 
fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas 

penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk 
jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak 
berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa 

layanan publik. 
21. Pemerintah daerah mengakui kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 14 

sebagai kewajiban keuangan dalam hal pemerintah daerah memiliki 
tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset 
keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, 

perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa. 
22. Pemerintah daerah memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk 

membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar 

kepada mitra terhadap:  
a. jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau; 
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b. kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para 

pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat 
ditentukan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 20 huruf (a), 

walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian 
dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas 
atau kuantitas atau efisiensi tertentu. 

23. Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui sebagaimana paragraf 14 
berpedoman pada standar akuntansi mengenai instrumen keuangan, 

kecuali untuk hal yang telah diatur dalam kebijakan ini.  
24. Pemerintah daerah mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan 

mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran 

sebagai:  
a. pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui sebagaimana 

dimaksud paragraf 14; 

b. bagian tagihan atas biaya keuangan; dan 
c. bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra. 

25. Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan sebagaimana dimaksud paragraf 
24 huruf (b) dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik 
oleh mitra sebagaimana dimaksud paragraf 24 huruf (c) sesuai maksud 

perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban.   
26. Komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari 

pemerintah daerah kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai 
wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik 
ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik 

yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara 
terpisah.  

27. Komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari 

pemerintah daerah kepada mitra ditentukan dengan estimasi ketika 
komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak 

dapat diidentifikasi secara terpisah.   
28. Pemerintah daerah mencatat pengakuan kewajiban sesuai dengan paragraf 

14 sebagai bagian tangguhan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran 

aset antara pemberi konsesi dan mitra dalam hal pemerintah daerah tidak 
memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset 

keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, 
pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan 
memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak 

ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset 
konsesi jasa.   

29. Pemerintah daerah mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban 

(pendapatan tangguhan) sebagaimana dimaksud paragraf 28 berdasarkan 
substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.  

30. Pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi 
jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk 
memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset 

selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan. 
31. Transaksi sebagaimana dimaksud pada paragraf 30, merupakan transaksi 

pertukaran yang menimbulkan pendapatan.  

32. Pemerintah daerah memberikan hak kepada mitra berlaku selama masa 
konsesi, pemerintah daerah tidak secara langsung mengakui pendapatan 

dari pertukaran sebagaimana dimaksud pada paragraf 30 dan paragraf 31.  
33. Pemerintah daerah mengakui bagian atas pendapatan yang belum 

terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban.  

34. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi 
jasa, dan mengurangi kewajiban pendapatan tangguhan. 
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35. Pemberian hak usaha kepada mitra yang menimbulkan pembayaran dari 

pemerintah daerah kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa 
yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, 

pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran 
untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan 
aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban pendapatan 

tangguhan.  
36. Pemerintah daerah memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra 

atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan 
pembayaran tersebut diakui sebagai belanja pada Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA) dan beban pada Laporan Operasional (LO). 

 
MEMBAGI PERJANJIAN 
37. Perjanjian konsesi jasa dapat dilakukan dengan menggunakan dua skema 

baik skema kewajiban keuangan maupun skema pemberian hak usaha 
kepada mitra sekaligus dalam satu perjanjian konsesi jasa. 

38. Perjanjian konsesi jasa sebagaimana diatur pada paragraf 37, pemerintah 
daerah membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan 
aset konsesi jasa dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha 

kepada mitra. 
39. Pengakuan kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud paragraf 20 

diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing sk 
40. ema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah 

sama dengan jumlah kewajiban yang diukur sebagaimana dimaksud 

paragraf 21 sampai dengan paragraf 35. 
41. Pemerintah daerah mencatat masing-masing bagian kewajiban yang 

dimaksud dalam paragraf 37 berdasarkan masing-masing skema 

sebagaimana paragraf 20 sampai dengan paragraf 35. 
 

PENYAJIAN  
42. Pemerintah daerah menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada 

kebijakan akuntansi yang mengatur penyajian laporan keuangan.  

 
PENGUNGKAPAN 

43. Hal-hal yang perlu diungkapkan pemerintah daerah dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan perjanjian konsensi jasa pada 
setiap periode pelaporan antara lain: 

a. kebijakan akuntansi yang penting terkait dengan konsesi jasa; 
b. deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan 

sehubungan perjanjian konsesi jasa untuk masing-masing perjanjian 

konsesi jasa baik secara individual, kelompok, maupun gabungan; 
c. ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat 

memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas 
di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang 
harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif a.au negosiasi 

ulang). 
d. sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari: 

(i) hak untuk menggunakan aset yang ditentukan; 

(ii) hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang 
ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa; 

(iii) nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan 
keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi 
sebagai aset konsesi jasa; 

(iv) hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian 
konsesi jasa; 

(v) opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi 
konsesi jasa; 
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(vi) ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan 

besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul); 
(vii) ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset 

konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh 
pendapatan; dan 

e. perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode 
laporan keuangan tahun berjalan. 
 

KETENTUAN TRANSISI 
44. Terhadap perjanjian konsesi jasa yang telah berlangsung sebelum 

berlakunya kebijakan akuntansi ini, pemerintah daerah menentukan 

dampak kumulatif atas penerapan standar ini mulai periode yang paling 
memungkinkan dengan mengacu pada kebijakan akuntansi yang mengatur 

Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, 
Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Dihentikan.  
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